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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK ATAS 

PENELANTARAN HEWAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF  

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

MUHAMMAD ARWANDANI 

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik atas 

penelantaran hewan ternak dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan serta ketentuan dalam Pasal 337 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

pengaturan hukum mengenai larangan penelantaran hewan ternak serta bagaimana 

pertanggungjawaban pidana pemilik atas tindakan penelantaran tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum yang mengatur 

kewajiban pemilik ternak serta mengkaji dasar pertanggungjawaban pidana yang 

dapat dikenakan terhadap pemilik yang menelantarkan hewan ternaknya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi 

pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, 

serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan penelantaran hewan ternak di 

Indonesia didasarkan pada kewajiban hukum pemilik untuk memelihara, merawat, 

dan mengendalikan ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

maupun lingkungan. Penelantaran ternak yang dilakukan dengan cara 

membiarkannya berkeliaran tanpa pengawasan dapat dikualifikasikan sebagai 

perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan 

pertanggungjawaban pidana bagi pemilik ternak apabila unsur-unsur tindak pidana 

terpenuhi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan sistem peternakan 

yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan hewan. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran Hewan Ternak, Hewan 

Ternak. 
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ABSTRACT  

 

CRIMINAL LIABILITY OF OWNERS FOR NEGLECT  

OF FARM ANIMALS IN PERSPECTIVE LAW NO. 41 OF 2014   

CONCERNING ANIMAL HUSBANDRY AND HEALTH 

MUHAMMAD ARWANDANI 

This study discusses the criminal liability of owners for the neglect of livestock from 

a positive legal perspective in Indonesia, especially based on Law Number 41 of 

2014 concerning Livestock and Animal Health and the provisions in Article 337 of 

the Criminal Code. The problems raised in this study are how to regulate the legal 

arrangements regarding the prohibition of abandonment of livestock and how the 

owners are criminally responsible for the act of neglect. This study aims to analyze 

the form of legal regulation that regulates the obligations of livestock owners and 

examine the basis of criminal liability that can be imposed on owners who abandon 

their livestock. The research method used is normative legal research with a 

qualitative approach. The data used is in the form of secondary data obtained 

through literature studies which include primary legal materials, secondary legal 

materials, and tertiary legal materials. The primary legal materials used include 

the Criminal Code and Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and 

Health. The data obtained were then analyzed in a normative juridical manner by 

examining laws and regulations, legal doctrines, and research results that are 

relevant to the research problem. The results of the study show that the regulation 

regarding the prohibition of abandonment of livestock in Indonesia is based on the 

legal obligation of owners to maintain, care for, and control their livestock so as 

not to cause losses to the community and the environment. Abandonment of 

livestock carried out by allowing it to roam unsupervised can be qualified as an 

unlawful act and has the potential to cause criminal liability for livestock owners if 

the elements of criminal acts are met. Law enforcement against these violations is 

expected to increase public legal awareness and create a more orderly, responsible, 

and animal welfare-oriented livestock system. 

 

Keywords: Criminal Liability, Neglect of Farm Animals, Farm Animals. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Hewan ternak memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan 

kehidupan masyarakat, mengingat fungsinya sebagai penyedia sumber 

protein hewani utama, instrumen diversifikasi pendapatan, serta penyedia 

tenaga kerja biotik yang mendukung mekanisasi tradisional di sektor 

pertanian. Secara fundamental, pemeliharaan hewan-hewan tersebut 

didasarkan pada orientasi produktivitas spesifik guna menghasilkan nilai 

tambah ekonomi. Hal ini mencakup penyediaan komoditas primer seperti 

daging dan susu, serta berbagai produk derivatif lainnya yang memiliki daya 

saing pasar dan kontribusi finansial yang signifikan.1 Landasan formal 

mengenai terminologi ternak merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ternak mencakup 

seluruh hewan yang dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, 

menyuplai bahan baku industri, menyediakan jasa, serta menghasilkan 

produk derivatif yang menunjang ekosistem pertanian secara luas.2 

Eskalasi konflik antara pemilik lahan dan pemilik ternak di 

Indonesia mencerminkan kegagalan manajemen peternakan rakyat. 

 
1 Setyaningrum Saumi, Fitriani Sri Sundari Naafi’, and Syahir Sutan, “Buku Ajar Pengantar 

Ilmu Peternakan” 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 
2 Mario Agusta, Nirmawati Nirmawati, and Halida Zia, “Pertanggungjawaban Hukum 

Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak (Studi Desa Teluk 

Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo),” Rio Law Jurnal vol 6, no. 1 (2024): hlm 395, 

https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1633. 
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Penelantaran ternak yang merusak lahan pertanian bukan hanya 

menimbulkan kerugian finansial akibat gagal panen, tetapi juga memicu 

benturan sosial di tingkat akar rumput. Meskipun pemilik lahan telah 

melakukan upaya preventif seperti pemagaran, keengganan pemilik ternak 

untuk mengakui kelalaiannya memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan 

perlunya penegakan regulasi yang lebih tegas guna mengubah pola pikir 

peternak dari sistem ekstensif liar menjadi sistem yang lebih bertanggung 

jawab dan tertib.3 

Guna meminimalisir dampak negatif dari pembiaran hewan ternak, 

pemerintah telah telah menetapkan aturan hukum melalui Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan 

ini mengatur kewajiban bagi semua pemilik untuk menjamin kelayakan 

kondisi pemeliharaan sesuai standar teknis yang ditetapkan. Secara implisit, 

regulasi ini menegaskan bahwa kelalaian dalam pengawasan yang berujung 

pada penelantaran ternak merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar 

hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.4 

Eksistensi regulasi perlindungan hewan, mulai dari instrumen Pasal 

337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara faktual 

 
3 Romi Mesra et al., “Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Hewan Ternak 

Di Nagari Bidar Alam,” Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya vol 8, no. 3 (2022): hlm 790, 

https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911. 
4 “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,” Pub. L. No. 41 (2014), 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/38801. 
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belum mampu memitigasi problematika di lapangan. Perbedaan antara 

regulasi dan implementasi ini dipicu oleh lemahnya supremasi hukum, 

rendahnya literasi kesadaran masyarakat, serta keterbatasan manajerial 

aparat penegak hukum. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan gagal 

memberikan efek jera (deterrent effect), sehingga praktik penelantaran terus 

berulang. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian mendalam mengenai 

rekonstruksi tanggung jawab pidana pemilik ternak demi menjamin 

efektivitas penegakan hukum dan perlindungan kesejahteraan hewan secara 

komprehensif.5 

Dampak ekonomi dari penelantaran ternak tidak hanya dirasakan 

oleh pemilik melalui penurunan kualitas aset, tetapi juga oleh masyarakat 

luas dalam bentuk kerugian material. Pembiaran ternak secara liar memutus 

rantai manfaat integrated farming, di mana potensi pupuk organik menjadi 

terbuang percuma. Lebih jauh lagi, penelantaran ini menciptakan inefisiensi 

ekonomi akibat kerusakan komoditas pertanian milik warga dan biaya sosial 

(social cost) yang muncul dari konflik horizontal serta insiden di jalan raya. 

Hal ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan sangat diperlukan untuk 

mentransformasi pola peternakan liar menjadi sistem yang lebih terkendali 

dan bernilai guna.6 

Implementasi penyuluhan dan edukasi berkelanjutan merupakan 

 
5 Hotman Manullang et al., “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hewan Di 

Indonesia,” Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora vol 2, no. 4 (2024): 163, 

https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1842. 
6 Lestari Ayu and Adawiyah Rabiatul, “Strategi Pemerintah Desa Dalam Menangani Hewan 

Ternak Di Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli,” Jurnal Sektor Publik vol 1, no. 2 

(2024): 158–159, https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/article/view/1021. 
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instrumen krusial dalam merekonstruksi paradigma peternak mengenai 

tanggung jawab pemeliharaan hewan, guna memitigasi risiko penelantaran. 

Pada upaya meminimalkan eksternalitas negatif berupa kerusakan aset 

publik maupun privat, integrasi literasi hukum dalam program penyuluhan 

menjadi langkah yang esensial. Melalui edukasi hukum periodik, peternak 

diberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan yuridis dan 

kewajiban konstitusional mereka, khususnya dalam memastikan aktivitas 

penggembalaan tidak mengintervensi lahan produktif milik pihak lain.7 

Otoritas pemerintah dalam memantau serta menegakkan aturan 

peternakan telah dikonstruksi secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Regulasi ini 

mengharuskan para pengelola usaha peternakan untuk mematuhi kriteria 

kesejahteraan hewan dan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Faktanya, 

efektivitas pengawasan sering kali terbentur pada minimnya daya dukung 

serta diskoneksi sinergi antarlevel pemerintahan, yang berimplikasi pada 

penegakan hukum yang tidak optimal dan terbatas pada sanksi administratif 

semata. Maka dari itu, diperlukan upaya restrukturisasi pengawasan dan 

penegakan hukum yang lebih rigid demi memproteksi kepentingan publik, 

stabilitas ekosistem, dan keberlangsungan industri peternakan itu sendiri.8 

 
7 Natalia Manginsela Deviani, Soputan Mien, and A. Wongkar Vonny, “Tanggung Jawab 

Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak 

Ditinjau Dari Hukum Perdata,” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat vol 15, no. 3 (2025): 145, 

https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/article/view/1021.  
8 Lananda Ardelia and Budi Mulyadi M, “Urgensi Izin Usaha Peternakan Sebagai 

Kewajiban Hukum Dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan Di Indonesia,” The Juris vol 9, no. 1 

(2025): 96–108, https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1563. 
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Sinergi yang kokoh antara otoritas publik, peternak, dan komunitas 

menjadi kunci fundamental dalam menjaga eksistensi sektor peternakan. 

Pada ekosistem ini, pemerintah berfungsi menyediakan dukungan 

manajerial melalui program pelatihan dan stimulasi finansial, sedangkan 

para peternak berperan proaktif dalam menerapkan metodologi peternakan 

unggul. Kolaborasi ini diproyeksikan mampu mendongkrak kapabilitas 

teknis dan kemakmuran peternak, sekaligus menjamin mutu hasil produksi 

yang lebih kompetitif. Lebih jauh lagi, pola kerja sama ini akan membentuk 

sistem usaha yang lebih ramping dan terorganisir, sehingga mampu 

mereduksi praktik bisnis konvensional yang tidak efisien.9 

Praktik penelantaran hewan ternak, khususnya melalui metode 

penggembalaan liar tanpa pengawasan, merupakan problematika krusial 

yang memerlukan atensi serius. Pembebasliaran ternak tanpa kontrol 

sistematis berpotensi memicu berbagai ekskalasi masalah yang merugikan 

kesejahteraan hewan maupun stabilitas masyarakat. Secara internal, 

tindakan ini mengancam kesehatan ternak akibat risiko transmisi penyakit, 

malnutrisi, hingga kecelakaan fatal di jalan raya. Secara eksternal, ternak 

yang tidak terawasi berisiko merusak vegetasi produktif maupun properti 

milik warga. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan 

edukasi strategis bagi peternak mengenai urgensi pemeliharaan yang 

 
9 Amam and Rusdiana Supardi, “Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi 

Bukan Hanya Mimpi: Ulasan Dengan Metode Systematic Literature Review (SLR) The Role of 

Animal Husbandry Institutions, An Existence Not Just a Dream: A Review Using the Systematic 

Literature Review (SLR) Me,” Jurnal Peternakan vol 19, no. 1 (2022): 9–18, http://ejournal.uin-

suska.ac.id/index.php/peternakan. 



6 

 

 

 

bertanggung jawab, dibarengi dengan penguatan fungsi pengawasan serta 

supremasi hukum yang tegas. Implementasi kebijakan proteksi yang lebih 

efektif akan memitigasi dampak negatif serta mendukung keberlanjutan 

sektor peternakan secara holistik.10 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menjadi 

sangat penting karena dalam praktik penelantaran hewan ternak yang 

dilakukan dengan cara membebasliarkan tanpa pengawasan merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum pemilik yang berpotensi 

menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan ketertiban umum, serta 

mengancam kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang 

komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik ternak guna 

memperjelas pengaturan hukum serta efektivitas penerapan sanksi, 

sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran 

masyarakat, dan mendorong terciptanya sistem peternakan yang lebih tertib 

dan bertanggung jawab. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan penelantaran hewan 

ternak dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

peternakan dan kesehatan hewan? 

 
10 Kania Delila et al., “Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi 

Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia,” Pendidikan vol 6, no. 1 (2023): 57–65, 

https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2512. 
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2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik atas penelantaran 

hewan ternak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 

tentang peternakan dan kesehatan hewan? 

C. RUANG LINGKUP 

Fokus ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tinjauan mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap pengabaian hewan ternak yang 

dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan oleh pemilik atau pelaku usaha 

peternakan. Kajian ini menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2014 sebagai landasan hukum utama dalam mendefinisikan 

pelanggaran dan konsekuensi pidana yang timbul. 

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Eksplorasi pada penelitian ini ditujukan untuk membedah 

pertanggungjawaban pidana atas pengabaian ternak dalam bentuk 

"dibebasliarkan" menurut parameter Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2014. Analisis normatif ini dilakukan guna memperkokoh struktur 

hukum pidana agraria serta merumuskan landasan yang lebih solid bagi 

perlindungan dan kesejahteraan hewan ternak di ranah nasional. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Kajian ini bertujuan dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai 

jenis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada 

pemilik atau pelaku usaha peternakan yang terbukti menelantarkan 
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hewan ternaknya dengan cara dibebasliarkan tanpa kontrol. 

b. Secara Praktis 

Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan dorongan bagi 

pemerintah untuk mereformasi tata kelola penanganan penelantaran 

ternak, yang mencakup aspek penegakan hukum sekaligus upaya 

pencegahan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada terciptanya 

kerangka kolaborasi yang terintegrasi antara pemangku kebijakan, 

pelaku usaha peternakan, dan elemen masyarakat demi mewujudkan 

ekosistem kesejahteraan hewan yang berkelanjutan. 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

Alur pemikiran teoretis yang mendasari arah penelitian ini dituangkan 

dalam kerangka konseptual sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban pidana berorientasi pada proses penilaian legalitas 

mengenai ketercelakaan diri subjek hukum atas suatu perbuatan pidana. 

Secara substansial, konsepsi ini berfungsi sebagai parameter untuk 

menentukan ambang batas apakah seseorang layak menerima 

pemidanaan atau berhak atas pembebasan dari segala tuntutan hukum 

berdasarkan penilaian terhadap unsur kesalahan.11 

2. Hewan ternak merujuk pada spesies hewan yang dikelola dalam sistem 

budidaya untuk menghasilkan komoditas bernilai tinggi, mulai dari 

produk pangan hingga material industri seperti wol dan kulit. 

 
11 Sadi Muhammad et al., Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, ed. Sadi Muhammad 

and Mursid Fadillah, Edisi Pert (Kencana, 2022). 
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Karakteristik utama dari ternak adalah adanya proses domestikasi yang 

mapan, sehingga aspek eksistensi dan produktivitas hewan tersebut 

berada di bawah manajemen dan pengawasan manusia secara 

terstruktur.12 

3. Penelantaran hewan ternak diklasifikasikan sebagai kondisi di mana 

pemilik membiarkan hewan ternakmya bebas tanpa pantauan. Dampak 

dari kelalaian ini mencakup perusakan aset pertanian, ancaman 

keselamatan di jalan raya, serta timbulnya tensi sosial akibat kerugian 

yang diderita oleh pihak ketiga.13 

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN 

Guna memperkuat orisinalitas dan posisi penelitian, sejumlah studi 

terdahulu yang memiliki relevansi sebagai basis komparasi dalam kajian ini 

disajikan secara komprehensif pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

 
12 Luthfi Nadlirotun and Anindyasari Dinar, Buku Ajar Pengantar Ilmu Peternakan (Jambi: 

PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 2.  
13 Firdaus et al., “Optimalisasi Penerapan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Desa 

Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka,” Pengabdian Kepada Masyarakat vol 9, no. 1 

(2025), https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/5188. 

NO NAMA &  

TAHUN 

JUDUL FOKUS 

PENELITIAN 

1. Intan Auril 

Handayani 

Universitas 

Muhammadiyah 

Mataram (2024) 

Skripsi 

Pertanggungjawaban 

Pemilik Hewan 

Ternak terhadap 

Kerusakan Pertanian 

Warga (Studi di Desa 

Maronge, 

Kecamatan 

Maronge, Kabupaten 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan hukum 

empiris. Hasil 

penelitian ini 

menganalisis 

tanggung jawab 

hukum pemilik 
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14 Intan Auril handayani, “Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap 

Kerusakan Pertanian Warga (Studi di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa) 

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,” n.d., 

https://repository.ummat.ac.id/8866/1/COVER - BAB 3.pdf. 
15 Masniar, "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan 

Warga (Studi Kasus Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)" Skripsi 

Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry. 

Sumbawa) hewan ternak 

terhadap kerusakan 

yang ditimbulkan 

pada pertanian 

warga, serta melihat 

apakah sistem 

hukum yang ada di 

Desa Maronge sudah 

cukup efektif dalam 

menangani kasus-

kasus serupa.14 

2. Masniar  

Universitas Islam 

Negeri  

Ar-Raniry (2022) 

Skripsi 

Pertanggungjawaban 

Pemilik Hewan 

Ternak terhadap 

Kerusakan 

Perkebunan Warga 

(Studi Kasus 

Kampung Sangir, 

Kecamatan Dabun 

Gelang, Kabupaten 

Gayo Lues) 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan  

kualitatif. Hasil 

penelitian ini 

menganalisis 

mekanisme 

pertanggungjawaban 

pemilik hewan 

ternak terhadap 

kerusakan 

perkebunan warga di 

Kampung Sangir, 

serta melihat 

bagaimana 

kebijakan atau 

hukum yang ada 

dapat diterapkan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah tersebut 

secara adil dan 

efektif.15 
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Berdasarkan tinjauan terhadap tiga penelitian pendahulu, studi ini 

menunjukkan diferensiasi yang signifikan dalam orientasi fokusnya. 

Penelitian pertama secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis 

kewajiban Pemilik ternak terkait kerusakan yang menimpa lahan pertanian 

masyarakat, dengan mengeksplorasi penerapan norma hukum adat serta 

regulasi tingkat desa sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Penelitian 

kedua mengeksplorasi aspek tanggung jawab perdata pemilik ternak terkait 

 
16 Dwimei Prianto Agil, Bahreisy Budi, and Alfikri Albert, “Pertanggungjawaban Hukum 

Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh vol 7, no. 4 (2024), 

https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18204. 

3. Agil Dwimei 

Prianto, Budi 

Bahreisy, Albert 

Alfikri (2024) 

Jurnal 

Pertanggungjawaban 

Hukum terhadap 

Kecelakaan Lalu 

Lintas yang 

Diakibatkan oleh 

Hewan Ternak 

Hasil dari penelitian 

ini menganalisis 

bentuk 

pertanggungjawaban 

hukum terhadap 

pemilik hewan 

ternak yang 

menyebabkan 

kecelakaan lalu 

lintas, serta 

mengkaji sejauh 

mana hukum yang 

ada dapat 

melindungi 

kepentingan 

pengendara, pemilik 

hewan ternak, dan 

masyarakat dari 

kerugian yang 

timbul akibat 

kecelakaan 

tersebut.16 
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dampak destruktif terhadap tanaman perkebunan. Sementara penelitian 

ketiga berfokus pada identifikasi dan analisis akuntabilitas pemilik hewan 

ternak atas insiden kecelakaan lalu lintas beserta kerugian material yang 

timbul, sekaligus mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum yang ada 

mampu memberikan perlindungan efektif bagi pengemudi dan korban 

akibat keterlibatan hewan ternak. Berbeda dengan ketiga studi tersebut, 

penelitian saya ini secara primer menyoroti isu penelantaran hewan ternak 

sebagai dimensi kunci dalam perlindungan hewan, dengan penekanan pada 

tanggung jawab pidana pemilik terhadap kondisi hewan ternak. Pendekatan 

ini secara mendalam mengintegrasikan perspektif hukum pidana, khususnya 

dalam konteks kerangka perundang-undangan yang mengatur konservasi 

hewan ternak serta imperatif pemilik untuk menjamin standar kesejahteraan 

hewan 

G. METODE PENELITIAN 

Sejalan dengan tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk meneliti 

terkait “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik atas Penelantaran Hewan 

Ternak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan”. Dengan demikian, prosedur penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan 

jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang 

menganalisis asas-asas, norma, serta kaidah yang bersumber dari 
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peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum.17 

2. Sumber data 

Pada penelitian ini saya mengandalkan data sekunder yang saya ambil 

dari berbagai sumber pustaka. Data-data itu mencakup undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, kamus, serta 

buku-buku terkait lainnya. Sementara itu, data utama yang bersumber 

dari bahan-bahan hukum saya peroleh melalui studi pustaka, di 

antaranya meliputi : 

a. Bahan Hukum Primer  

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai mencakup 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan 

umum pemidanaan, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan 

mencakup buku, jurnal, artikel, serta merujuk pada pendapat ahli 

dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik permasalahan 

penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini berfungsi untuk membantu dalam memahami serta 

menafsirkan informasi yang terdapat pada bahan hukum primer 

 
17 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Metode 

Penelitian Hukum, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2024). 
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maupun sekunder meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum serta artikel ilmiah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode studi 

pustaka (Literature Research) yaitu menelaah peraturan 

perundangundangan yang objek kajiannya dalam Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 14 2014, doktrin hukum, serta hasil penelitian 

sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan 

penelitian.18 

4. Analisis Data 

Pada penelitian ini data diolah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Khusus pada studi hukum normatif, data dianalisis dengan 

metode yuridis normatif, yang mencakup pengkajian terhadap 

undangundang, dan doktrin hukum untuk mengurai rumusan 

permasalahan yang diajukan.19 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Struktur penyusunan bagian penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review 

studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

 
18 Efendi Jonaedi and Rijadi Prasetijo, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris 

(Jakarta: Kencana, 2023). 
19 Hafni Sahir Syafrida, Metodologi Hukum, 1st ed. (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021). 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua ini mencakup tinjauan-tinjauan umum yaitu, tinjauan 

umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang 

penelantaram hewan ternak, serta tinjauan umum tentang hewan ternak. 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai kajian dari pengaturan 

hukum mengenai larangan penelantaran hewan ternak dalam 

UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan 

hewan serta pertanggungjawaban pidana pemilik atas penelantaran hewan 

ternak dalam perspektif UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

peternakan dan kesehatan hewan. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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